BABII
PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG WARIS
PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI’'AH

A. Sejarah Maqasid al-Shari’ah

Magqasid al-Shari’ah terdiri dari dua kata, yaitu magasid dan al-
Shari’ah. Secara etimologi, magasid merupakan bentuk jama’ dari a/-Magsud
yang berarti tujuan, sedangkan a/-Shari’ah adalah hukum-hukum Allah untuk
hamba-Nya agar dijadikan sebagai pedoman hidup.! Sehingga magqasid al-
Shari’ah dapat diartikan sebagai tujuan dari syari’at. Ulama ushul figh
mendefinisikan maqasid al-Shariah dengan makna dan tujuan yang
dikehendaki syara’ dalam mensyari’atkan hukum bagi hambanya (manusia).
Setiap hukum yang diciptakan syari’ pasti mengandung kemaslahahan bagi
manusia, baik kemaslahahan yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.? Oleh
karenanya setiap mujtahid ketika akan mengistimbatkan hukum harus
berpedoman pada tujuan-tujuan syari’ dalam mensyari’atkan hukum,
sehingga hukum yang akan ditetapkannya sesuai dengan kemaslahahan umat
manusia.’

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, pada mulanya tidak
menyebut istilah maqgasid al-Shari’ah. Para ulama menempatkanya sebatas
pada tulisan-tulisan yang bersifat tambahan yang dapat ditemukan pada
karya-karya imam mazhab. Dengan kata lain maqasid al-Shari’ah sebenarnya
merupakan pengembangan dari penerapan konsep giyas, yakni dalam kaitan
masalik al-illah dan maslahah.* Dalam pengertiannya, para ulama banyak
menjabarkannya maqasid al-Shari’ah dalam karyanya masing-masing,

diantara ulama yang mendefinisikan maqasid al-Shari’ah, adalah:

IMahmud Syaltut, Islam: Agidah wa Syari’ah (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), 12.

2Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka
Progressif, 1997), 112.

3Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001),
1008.

4M. Arfan Mu’ammar, Studi Islam Perspektif Insider (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), 395.
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Thahir bin 'Asyur dalam karyanya Magqasid al-Shari’ah al-Islamiyyah

memberikan definisi:>
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Artinya: “Makna-makna dan hikmah yang dijadikan pijakan syari’at
dalam seluruh ketentuan hukum agama atau mayoritasnya. Dengan sekira
beberapa tujuan tersebut tidak hanya berlaku untuk satu produk hukum
syari’at secara khusus”.

Definisi Ibnu 'Asyur diatas mengarah pada arti maqgasid al-Shari’ah
secara umum. Dalam bukunya tersebut, Ibnu 'Asyur memberikan contoh
dengan menjaga ketertiban umum, menggapai kemaslahahan, menolak
dampak negatif, menegakan keadilan, dan lain sebagainya. Masih dari
penjelasan Ibnu Asyur dalam kitab yang sama, sang pengarang memberikan

definisi untuk arti maqgasid al-Shari’ah secara khusus dengan ungkapan:
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Artinya: “Beberapa upaya yang ditempuh syari’at demi terwujudnya

kemanfaatan bagi umat manusia atau kemaslahahan dalam tindakan mereka
secara khusus”.

Definisi ini mencakup beberapa persoalan hukum syari’at secara
khusus, seperti tujuan mendirikan bahtera rumah tangga yang harmonis
dalam syari’at nikah, menghindari dampak negatif konflik pasutri yang
berkelanjutan dalam syari’at talak, dan lain sebagainya.

Muhammad Alal al-Fasi menawarkan definisi yang cukup ringkas dan

padat, ia menyatakan:®

>Muhammad Thahir Ibn ‘ Asyur, Maqasid al-Shari’ah al-Islamiyah (Amman: Dar al-Nafais, 2001),

15.

®Muhammad Alal al-Fasi, Maqasid al-Shari’ah wa Makarimuha (Kairo: Dar as-Salam, 2013), 111.
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Artinya: “Magqgasid al-Shari’ah adalah tujuan (umum) dari
pemberlakuan syari’at dan beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam
setiap produk hukumnya”.

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, perjalanan magqasid al-
Shari’ah dapat diketahui melalui beberapa masa, diantaranya:

Dimulai dengan era Imam Syafi'i (150-204 H). Imam Syafi'i terkenal
karena menyusun ilmu ushul figh, dan sebagai hasilnya, ia juga berjasa
sebagai pendiri ilmu dasar maqgasid al-Shari’ah, al-Risalah, al-Umm, dan
yang lainnya adalah di antara karya-karyanya yang paling terkenal. Imam al-
Juwaini muncul setelah Imam Syafi’i (419-478 H), diantara karyanya adalah
al-Syamil Fi Usul al-Diin, al-Burhan Fi Usul al-Figh, al-Waraqat Fi Usul al-
Figh, al-Ghiyatsiy, Mughits al-Khuluq, dan al-Aqidah al-Nizhamiyah. Dapat
dikatakan bahwa Imam al-Haramain al-Juwaini adalah ulama pertama ushul
figh yang menekankan pentingnya memahami maqasid al-Shari’ah dalam
membangun hukum Islam. Seseorang tidak dapat dikatakan dapat
membangun hukum Islam kecuali mereka sepenuhnya memahami mengapa
Allah mengirimkan perintah dan larangan-Nya. Al-Juwaini kemudian
menjelaskan  lebih  lanjut  tentang  magasid  al-Shariah  dalam
hubungannya dengan 7//at dan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu
daruriyat, hajjiyat, dan tahsiniyat.

Selanjutnya Imam al-Ghazali (450-505 H) yang terkenal dengan ilmu
ushul figh dan ilmu kalam, Imam al-Ghazali adalah seorang faqih. Salah
seorang ulama yang banyak menulis kitab, seperti al-Mustashfa, al-Wajiz,
Thya Ulum al-Diin, dan lain-lain, adalah beliau. Setelah itu, '[zzu al-Din bin

Abdu al-Salam (577-660 H) dan muridnya al-Qarrafi tiba, disusul oleh al-

7Juwaini, Al-Burhan fi Ushul al-Figh (Kairo: Dar al-Anshar, 1400 H), 295.



Razi (544-606 H) dan al-Amidi (w. 631 H). Dengan menolak mafsadat dan
mengambil keuntungan, 'Izzu al-Din bin Abdu al-Salam menggarisbawahi
dan menguraikan gagasan maslahah secara haqigi. Dia berpendapat bahwa
konsep maslahah terkait erat dengan tiga tingkat skala prioritas, yakni
daruriyat, hajjiyat, dan tahsiniyat. 1a melanjutkan, taklif harus menghasilkan
realisasi. Setelah itu disusul Ibnu Taimiyah (661-728 H), Ibnu Qayyim (w
751 H), dan At-Thufi.

Kemudian muncul al-Syathibi (720-790 H). Abu Ishaq Ibrahim Bin
Musa Bin Muhammad al-Lakhmi al-Syathibi adalah nama lengkapnya. Ia
terkenal karena buku-bukunya al-Muwafaqat dan al-Itisham. Al-Syathibi
mengembangkan magqgasid al-Shari’ah pada abad kedelapan melalui karya
besar al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah. Sejak saat itu, kajian maqasid al-
Shari’ah telah mencapai puncaknya dan telah dibahas secara menyeluruh.
Al-Syatibi saat ini diakui sebagai bapak maqasid al-Shari’ah. Kemudian
muncul pula dari kalangan Malikiyah, Syadr al-Mahbubi (747 H) serta
Jamaludin al-Isnawi (771/772 H) yang menyebutkan daruriyat dengan urutan
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan pada bagian lainnya
lebih banyak mengikuti pola yang dikemukan oleh al-Amidi dan Ibn Hajib.®

Thabhir ibn ‘Asyur (w. 1393 H), yang merupakan ulama yang pertama
kali berusaha mendefinisikan dan mengkategorikan maqasid al-Shari’ah,
adalah salah satu dari beberapa akademisi modern yang telah berfokus pada
penelitian ilmu maqasid al-Shari’ah setelah al-Syathibi. Sehingga ia
membagi maqasid al-Shari’ah menjadi maqasid al-‘Ammah dan maqasid al-
Khassah. Kemudian Alal Al-Fasiy (w 1394 H) yang kemudian
menggabungkan makna maqasid al-‘Ammah dan magqasid al-Khassah

menjadi satu.” Sebagaimana pendapat Abdul Majid Najari yang

8Abdurrahman, Panorama Magqasid al-Shari’ah (Bandung: IKAPI, 2020), 11.
SMuhammad Ala Al-Din Husain Rahhal, 4’alim Wa Dhawabith Al-ljtihad ‘Inda Syaikh al-
Islami lbnTaimiyyah (Yordan: Dar Al-Nafais, 2000), 121-122.



mendefinisikan magasid al-‘Ammah dan maqasid al-Khassah sebagaimana

berikut: !
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Magasid  al-‘Ammah yaitu maksud-maksud yang mengandung
kemaslahatan yang telah dibebankan kepada individu umat sekiranya setiap
umat tidak berada diluar maksud (maslahah) tersebut. Hal itu menyerupai
beban-beban yang ditanggung oleh setiap individu masyarakat, maksudnya
antara maksud maslahah dengan beban masyarakat itu menjadi penyerupaan.
Dengan demikian adanya maksud tersebut menguatkan ikatan persaudaraan
diantara mereka dengan tujuan mewujudkan keadilan dan persamaan, serta
tujuan mempermudah dan menghilangkan kesusahan, dan segala sesuatu
yang menyerupainya termasuk magqasid kulliyat. Adanya maksud-maksud
tersebut akan menimbulkan maslahat kepada setiap individu umat atau
kepada mayoritas umat. Kemudian maqasid al-‘Ammah ini disifati dengan

umum, karena kemanfaatan di dalam magasid ini mencakup keseluruhan.
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©Abdul Majid Najari, Maqasid al-Shari’ah bi Abadin Jadid (Libanon: Dar al-Gharb al-Islami,
20006), 44.
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Magqasid al-Khassah yaitu maqasid al-Shari’ah yang mencakup suatu
kemaslahatan yang mengandung kategori masyarakat khusus, atau individu-
individu tertentu dari masyarakat, bukan maksud yang menyeluruh kepada
selain orang-orang tertentu kecuali sesuatu yang dengannya dan golongan
masyarakat dapat tersebar kepada perilaku masyarakat umum. Hal itu tidak
dimasukkan pada definisi ini. Tujuan khusus menyerupai tujuan menolak
dengan hal-hal syubhat, artinya maksud yang tidak memberikan manfaat
kecuali kepada individu pelaku dosa yang mengharuskan di had, dan tujuan
memperkokoh aqad. Pengokohan ini tidak memberikan manfaat kepada
interaksi masyarakat kecuali hanya kategori kemasyarakatan yang yang
melakukan praktek akad saja.!!

Kajian kontemporer mengenai magqasid al-Shari’ah terus dilakukan dan
menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembahasan ilmu ushul figh. Beberapa
ulama yang membahasnya adalah Ali Ahmad al-Jurjawi, Abu Zahra
mencatat dalam bukunya Ushul Figh dengan istilah maqasid al-Ahkam,
kemudian Yusuf al-Qaradhawi serta Ramadhan al-Buthy juga memiliki
karya seputar magqgasid. kemudian ada juga Jasser Audah yang memantik
kembali minat para akademisi untuk mengkaji kembali tentang magasid al-
Shari’ah dengan pendekatan teori sistemnya. Akibatnya, Wahbah Al-Zuhaili
berbicara secara luas tentang magasid al-Shari’ah, yang masih dalam
konteks menghindari segala sesuatu yang dapat membahayakan dan
menghargai nilai mas/ahah, atau kebajikan..

B. AIl-Maslahah Sebagai Maqasid al-Shari’ah
Sebagai agama yang membawa misi “Rahmah Ii al-‘Alamin’, dalam

memberikan hukum, tentunya Islam tidak akan begitu saja menetapkannya

"bid., 45.



tanpa didasari pertimbangan maslahah bagi makhluk di dunia maupun
akhirat. Beberapa cendekiawan muslim memberikan penegasan dalam
masalah ini. Ibnu al-Qayyim mengatakan “Sesungguhnya dalam syari’at
pijakan yang dipakai adalah hikmah dan mas/ahah bagi hamba di dunia dan
akhirat. Semuanya berdasarkan keadilan, rahmat, mas/ahah, dan hikmah.
Segala permasalahan yang keluar dari rel keadilan, rahmat, maslahah, dan
hikmah bukan termasuk bagian dari syari’at, meskipun bisa dipaksakan
untuk masuk di dalamnya”.

Secara etimologi, maslahah mempunyai makna yang identik dengan
manfaat, yaitu keuntungan, kenikmatan, kegembiraan, atau segala upaya
yang dapat mendatangkan hal tersebut. Namun pada tatanan substansinya,
dapat dikatakan sampai pada titik penyimpulan bahwa maslahah adalah
suatu kondisi dari upaya untuk mendatangkan sesuatu yang berdampak
positif (manfaat) serta menghindarkan dari hal-hal yang berdampak negatif
dan dapat membahayakan (madarat)."?

Selanjutnya al-Syathibi menyatakan “Sesungguhnya penetapan
hukum syari’at semata-mata hanya demi mas/ahah hamba di dunia dan
akhirat”. Lebih lanjut, al-Syathibi menjelaskan bahwa jika kita cermati
dengan seksama, ternyata dalam memberikan segala bentuk penetapan
hukum, Allah senantiasa menjelaskan pertimbangan masl/ahah nya. Semisal
dalam mengutus Rasul, Allah berfirman dalam QS. al-Anbiya ayat 107 yang
berbunyi:
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Artinya: Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk
(menjadi) rahmat bagi semesta alam.

12Said Ramadhan al-Buthi, Dlawabith al-mashlahah (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), 27.



Adanya maslahah yang telah Allah berikan kepada hambanya ialah
semata-mata agar hambanya tetap kembali kepada (fitrah). Lebih detail lagi

Muhammad Thahir Ibn ‘Ashur menjelaskan a/-Fitrah sebagaimana berikut:'?
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Al-Fitrah adalah kodrat, yaitu aturan-aturan yang sudah ditetapkan
Allah kepada seluruh makhluk. Adapun fitrah manusia diciptakan dalam dua
sisi, yakni zahir dan batin, atau jasad dan akal. Manusia berjalan dengan
kedua kakinya adalah contoh fitrah jasad, sedangkan berusaha menciptakan
sesuatu melalui berjalan kaki bukan termasuk fitrah jasad. Kemudian dengan
beberapa faktor manusia membuat kesimpulan adalah fitrah akal, sedangkan
berusaha menghasilkan sesuatu diluar faktor yang dimaksud bukan termasuk
fitrah akal. Adapun Islam disebut fifrah karena Islam bermakna fitrah akal
yang meliputi keyakinan dan syari’at, karena keduanya adalah sesuatu yang
logis atau sesuatu yang bisa diterima dan dijangkau oleh akal dan dapat
diamati dengan akal. Akal merupakan fifrah terbesar yang telah Allah
berikan kepada manusia untuk bisa membedakan yang baik dan buruk.

Kemudian Abu Ali bin Sina berpendapat tentang hakikat fitrah

sebagaimana berikut:

3Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur, Magasid al-Shari’ah al-Islamiyah (Tunis: ad-Dar at-Nafais,
2000), 261.
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Hakikat fitrah adalah ketika seseorang berfikir tentang sesuatu lalu
mampu mewujudkannya, maka ia dapat disebut orang yang berakal. Ia
mengetahui sesuatu yang dapat diindera dan mengambilnya sebagai
tindakan, kamudian mencernanya dalam hati dan meragukannya. Apabila
ada potensi keraguan maka bukan fitrah, dan jika tidak ada keraguan itulah
fitrah.'*

Dalam hal ini Muhammad Thabhir bin 'Asyur membagi mas/ahah dalam
dua kategori, yakni maslahah al-‘Ammah dan maslahah al-Khassah,

sebagaimana berikut:!®
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“Ibid., 262.
®Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur, Magasid al-Shari’ah al-Islamiyah (Tunis: ad-Dar at-Nafais,
2000), 279.
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Maslahah al-‘Ammah yaitu sesuatu yang didalamnya ada kebaikan
untuk umum, tidak melenceng kepada perilaku perseorangan kecuali dari sisi
bagian-bagian kemasyarakatan, seperti menjaga harta dari terbakar dan
tenggelam, karena di dalam harta ada berbagai manfaat dan mas/ahah yang
mana seseorang mampu mengambil manfaat dari harta tersebut dengan
berbagai cara yang diperbolehkan syari’at, sedangkan membakar dan
menenggelamkan harta dapat menghilangkan mas/ahah kepada masyarakat.
Disinilah muncul hal-hal yang diagungkan syari’at, termasuk juga hukum
fardu kifayah, seperti belajar ilmu agama, jihad, dan belajar ilmu yg menjadi

sebab persatuan umat.!¢
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Maslahah al-Khassah yaitu sesuatu yang di dalamnya terdapat
maslahah perseorangan dengan mempertimbangkan permulaan perilaku
individu yang mana dengan kebaikan mereka dapat menghasilkan kebaikan
untuk masyarakat. Melihat bahwa permulaan mas/ahah ini dilihat dari
individunya. Adapun maslahah al-‘Ammah sudah pasti ikut terwujud juga
karena sebagian datang dari al-Qur’an dan hadist. Contohnya adalah dengan
menjaga harta agar digunakan tidak berlebihan dengan cara mencegah
tasarufnya seseorang yang berlebihan menggunakan harta, karena itu

kemanfaatan harta dapat dirasakan pemiliknya, atau melalui ahli waris yang

®Tbid., 280.
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mengetahui adanya manfaat setelah bodohnya hilang, dan ini bukanlah

manfaat untuk masyarakat umum.!”

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, al-Syathibi berpendapat

bahwa umat manusia tidak bisa lepas dari tiga hal pokok:'®

1.

Al-Daruriyat (kebutuhan primer)

Yakni sebuah harga mati yang harus diperhatikan eksistensinya,
dengan sekira apabila tidak ada, akan mengakibatkan terbengkalainya
kemaslahahan hamba di dunia maupun akhirat. Dalam menjaga
kebutuhan ini, bisa dilakukan melalui dua cara: pertama, secara positif
(janib  al-wujud). Maksudnya melakukan segala upaya untuk
mewujudkan kebutuhan itu sendiri. Semisal, kewajiban melakukan
shalat dilakukan demi menjaga agama, pensyari’atan nikah sebagai
upaya menjaga keturunan dan lain sebagainya.'”

Kedua, secara negatif (janib al-'adam) yakni segala bentuk upaya
antisipatif untuk mempertahankan eksistensi kebutuhan, seperti
hukuman rajam bagi pezina demi menjaga keturunan, hukum potong
tangan untuk menjaga harta, hukuman gisas sebagai upaya menjaga
nyawa, hukum cambuk bagi peminum khamr demi menjaga akal, dan
hukuman pancung bagi orang yang murtad demi menjaga eksistensi
agama. Ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan dalam magqgasid
al-Shari’ah al-Daruriyat, yakni hifd al-Din (menjaga agama), hifd al-
Nats (menjaga nyawa), hifd al-Nasb (menjaga keturunan), hifd al-'Aql
(menjaga akal), dan Aifd al-Mal (menjaga harta).?’

Al-Hajjiyat (kebutuan sekunder)
Yakni sebuah kebutuhan untuk menggapai sebuah kemaslahahan

yang sebenarnya, dan tidak akan membuat terbengkalainya maslahah

"bid., 281.
18Abu Ishaq
¥Ibid.,3.

Al-Syathibi, al-Muwafagat (Beirut: Dar al-Kutub al-'limiyyah, 2005), 1-2.

2lbnu Amir Al-Hajj, al-Tagrir wa al-Tahbir, Juz V (Maktabah al-Syamilah), 472.
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secara totalitas, hanya saja akan menimbulkan mashagah (kesulitan).
Al-Hajjiyat sendiri terbagi menjadi dua: Pertama, kebutuhan yang
tidak bertentangan dengan kaidah umum syari’at, seperti haramnya
mengonsumsi barang-barang najis.?! Kecenderungan manusia untuk
menjauhi hal-hal yang dianggap menjijikan, sesuai dengan hikmah
dibalik pengharaman benda najis sebagaimana QS. al-A’raf ayat 157
sebagaimana berikut:
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Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang
ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil
yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang
ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan
menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi
mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban
dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang
beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti
cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur’an), mereka
itulah orang-orang yang beruntung.

Kedua, kebutuhan yang tidak ada korelasi dengan kaidah umum
syari’at. Ulama mencontohkannya dengan permasalahan akad kitdbah
antara Sayyid dengan hambanya. Meskipun akad kitdbah secara tegas
diperbolehkan syari’at, namun hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip
umum syari’at dalam sebuah transakasi. Konsep umum dalam sebuah
transaksi barter adalah peran yang berbeda diantara dua pelaku

transakasi. Seperti dalam akad jual beli, barang yang dijual dimiliki

penjual, sementara harga dimiliki pembeli. Hal tersebut tidak sesuai

2bid., 473.
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dengan akad kitabah, karena dalam akad kitdbah baik barang yang
dijual maupun harga dimiliki seorang Sayyid. Meskipun demikian,
bukan berarti magasid al-Hajjiyat yang kedua ini tidak berlandaskan
sebuah maslahah. Dalam melegalkan akad tersebut, syari’at memiliki
pertimbangan tersendiri sebagai salah satu upaya menghilangkan
sistem perbudakan dalam dunia.
3. Al-Tahsiniyat (kebutuhan tersier)
Yakni kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum.
Dengan sekira apabila tidak diupayakan, maka tidak akan membuat
hilangnya kemashlabatan atau megalami mashagah. Akan tetapi hal
tersebut hanya bersifat melengkapi eksistensi maslahah daruriyat
ataupun hajjiyat*> Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa tujuan
utama dari di syari’atkannya hukum Islam yang telah ditetapkan
Allah adalah untuk merealisasikan kemaslahahan manusia, yakni
dengan memenuhi semua kebutuhannya, baik yang berupa
kebutuhan primer (daruriyat), kebutuhan sekunder (Aajiyat), maupun
kebutuhan tersier (fahsiniyat). Dengan kata lain maslahah merupakan
kata kunci dalam upaya merumuskan teks wahyu dengan realitas
konteks kehidupan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari.?3
Dengan adanya klasifikasi mas/ahah seperti diatas, maka hal tersebut
dapat memudahkan pengkaji hukum Islam dalam menganalisis kasus hukum
yang di dalamnya terdapat pertentangan antara beberapa mas/ahah. Ketika
yang bertentangan adalah mas/ahah yang sama-sama dalam peringkat
daruriyat, maka penyelesaiannya adalah dengan mendahulukan urutan yang

paling tinggi dalam lima unsur pokok (ku//iyat al-Khams), dimana peringkat

2ZA-Syathibi, al-Muwafagat, Juz Il (Maktabah: al-Syamilah), 131.
BAbdul Wahab Khalaf, lImu Ushul Figh (Kuwait: Dar al-Millah, 1978), 197.
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tertinggi adalah agama, kemudian secara berurutan diikuti dengan jiwa, akal,
keturunan, dan harta.?*

Penyelesaian kontradiksi maslahah tersebut juga diterapkan dalam
peringkat yang sama-sama Aajiyat atau sama-sama tahsiniyat. Contoh yang
dapat dikemukakan dalam kasus di atas adalah pada batas-batas tertentu
jihad dijalan Allah termasuk kelompok daruriyat dalam ranah pemeliharaan
eksistensi agama yang sering membawa banyaknya umat manusia yang
gugur. Dalam hal ini memelihara agama dengan jihad harus didahulukan dari
pada memelihara jiwa walaupun sama-sama dalam peringkat daruriyat.

Apabila pertentangan maslahah terjadi antara daruriyat dengan hajiyat
dan tahsiniyat, atau hajiyat dengan tahsiniyat, maka maslahah hajiyat dan
tahsiniyat harus diabaikan demi mewujudkan maslahah daruriyat. Demikian
juga pada maslahah tahsiniyat harus diabaikan demi mewujdkan maslahah
hajiyat, seperti contoh jika seseorang diwajibkan untuk memenuhi
kebutuhan pokok berupa pangan untuk memelihara eksistensi jiwanya.
Adanya makanan yang dimaksud harus berupa makanan yang halal. Apabila
pada suatu saat ia tidak dapat mendapatkan makanan yang halal, padahal ia
akan meninggal jika tidak makan, maka dalam kondisi tersebut ia
dibolehkan memakan makanan yang diharamkan, demi menjaga eksistensi
jiwanya. Dalam hal ini memakan makanan yang haram termasuk menjaga
jiwa dalam peringkat daruriyat. Sedangkan memakan makanan yang halal
termasuk memelihara jiwa dalam peringkat hajiyat.>>

Pada dasarnya memelihara jiwa dalam peringkat daruriyat harus di
dahulukan dari pada memelihara dalam peringkat Aajiyat. Seperti contoh
kontradiksi antara hajiyat dan tahsiniyat adalah keharusan dengan tetap

melaksanakan shalat berjama’ah (mas/ahah hajiyat) walaupun pada saat

2A. Halil Thahir, [itihad Maqasidi: Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas
Maslahah (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015), 48.
>Tbid., 49.
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tertentu tidak mendapati imam shalat yang fagih, ward’, atau benar dan
fasih bacaan al-Qur’an-nya (maslahah tahsiniyat).
Kedudukan Magqasid al-Shari’ah Dalam Hukum Islam

Agama Islam membawa ajaran yang memiliki dinamika yang tinggi.
Hukum-hukumnya berakar pada prinsip-prinsip universal yang mencakup
atau meliputi sasaran atau keadaan yang sangat luas, dapat menampung
perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan umat yang terus berkembang
mengikuti perubahan zaman. Hukum Islam dalam arti syari’ah adalah
peraturan Tuhan, hukum Ilahi, dan pedoman yang sumber aslinya berasal
dari wahyu. Hal ini dikarena konsep hukum yang bersifat Ilahi ini para ahli
figh sangat berhati-hati dan teliti bahkan cenderung takut dalam menangani
perubahan hukum akibat perubahan waktu, tempat, dan keadaan.?¢

Oleh karenanya setelah para ahli figh berhasil membentuk sistem
hukum yang mencakup seluruh perilaku manusia yang kemudian disusul
dengan periode taklid yang cukup lama, hukum Islam cenderung menjadi
kurang dinamis dalam menghadapi perubahan sosial. Sebagai akibatnya
hukum Islam yang dihimpun, dipelajari, dan dikembangkan dalam figh
menjadi lebih berkarakter teoritis, dan seringkali tidak sesuai dengan
praktek yang berlaku secara aktual dalam masyarakat.?’

Kajian kritis berkaitan dengan pentingnya memformulasikan figh
berdasarkan nilai-nilai esensialnya yang dikenal sebagai magqasid al-Shari’ah
kiranya harus semakin mendapatkan perhatian. Menyangkut kehujjahan
maslahah dalam perspektif ulama ushul dan fuqaha, ada dua hal yang patut
digaris bawahi: Pertama, semua ulama sepakat menerima kehujjahan

maslahah selama keberadaannya mendapatkan dukungan nas (maslahah

%Fathurrahman Djamil, Metode Majlis Tarjih Muhammadiyyah (Jakarta: Logos Publishing

House, 1995), 41-44.

\Wael B. Hallag, A History of Islamic Legal Theories: an Introduction to Sunni Ushul Figh

(Cambridge: University Press, t.t), 35.
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mu’tabarat).*® Kedua, perbedaan ulama dalam menanggapi maslahah baru
terjadi ketika mereka mendiskusikan kehujjahan mas/iahah mursalah dan
bila terjadi pertentangan (¢a’arud) antara maslahah dengan nas syara’.Hal ini
didasarkan atas pandangan menyangkut keberadaan maslahah menurut
syara’. Dalam hal ini al-Syatabi membaginya menjadi tiga bagian yakni:
pertama, kemaslahatan yang didukung oleh syara’, hal ini berarti terdapat
dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
Kedua, kemaslahatan yang ditolak oleh syara’, karena bertentangan dengan
ketentuan syara’. Misalnya syara’ menentukan bahwa orang yang melakukan
hubungan seksual di siang hari dalam bulan ramadhan dikenakan hukuman
memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut atau
memberi makan bagi 60 orang fakir miskin.?’

Namun hal ini oleh al-Lais bin Sa’ad, ahli figh mazhab Maliki di
Spanyol, menetapkan hukuman puasa dua bulanberturut-turut bagi seorang
(penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di
siang hari dalam bulan ramadhan. Ulama memandang hukuman ini
bertentangan dengan hadist Rasulullah SAW di atas, karena bentuk
hukuman itu harus diterapkan secara berturut. Karenanya ulama ushul figh
memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari
memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan
syara’, sehingga hukumnya batal atau ditolak syara’. Kemaslahatan seperti
ini menurut kesepakatan ulama disebut a/-Maslahah al-Mulgah. Al-
Maslahah al-Mulgah (terabaikan) dijelaskan oleh Musthafa Sa’id al-Khin
secara sederhana, mas/ahah yang diabaikan ini adalahsuatu pendapat yang
oleh ulama tertentu dipandang memiliki kegunaan karena dihubungkan

dengan situasi psikososial, sedangkan setelahnya pendapat ulama tersebut

ZBAhmad al-Hajj al-Kurdi, al-Madkhal al-Figh: al-Qawaid al-Kulliyyah (Damsyik: Dar al-
Ma’arif, 1980), 186.

YImam Az Zubaidi, Ringkasan Hadist Shahih Al-Bukhari Dan Ringkasan Hadist Shahih Muslim
(Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 106.
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diabaikan oleh ulama sesudahnya karena situasi psikososial pelaku telah
berubah.3°

Di sisi lain, kajian mengenai maslahah sebenarnya bisa didekati dari
dua pendekatan yang berbeda. Mas/ahah sebagai tujuan syara’dan maslahah
sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Semua ulama sepakat bahwa
maslahah adalah tujuan syara’, namun mereka berbeda pendapat dalam
keberadaanya sebagai dalil hukum. Oleh karenanya, maka terjadilah
dialektika antara nas, realitas, dan maslahah.

Nas sendiri dalam pandangan ulama ushul berdasarkan dalalah nya
dibagi kedalam dalalah goth’iyah dan dalalah dzanniyah. Tidak ada yang
menyanggah bahwa nas tersebut ditujukan untuk kemaslahatan bagi
manusia. Menurut al-Raysuni perbedaaan pandangan menyangkut nas atau
maslahah dapat dibagi pada dua perspektif yakni persoalan-persoalan
dan masalah yang terdapat dalam teks, dan hukumnya ditetapkan secara
terperinci dan jelas dan perspektif kedua lebih pada persoalan-persoalan dan
masalah baru yang tidak dijelaskan oleh teks secara khusus.?!

Persoalannya selanjutnya baru muncul ketika terjadi pertentangan
antara maslahah dalam pandangan nas dengan mas/ahah dalam pandangan
manusia dalam dua perspektif di atas. Jawaban persoalan tersebut dapat
diklasifikasi menjadi dua: Pertama, jika mas/ahah bertentangan dengan nas
yang goth’iy al-dalalah, maka jumhur ulama kecuali al-Thufi sepakat untuk
lebih mendahulukan nas. Akan tetapi, bila pertentangan tersebut terjadi
dengan nas yang dzanny al-dalalah, maka dalam hal ini ada beberapa
pendapat ulama.

Pertama, pendapat yang lebih mendahulukan nas secara mutlak. Bagi

mereka nas menempati derajat tertinggi dalam hirarki sumber hukum Islam.

%0Amir Mu'allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press,
2005), 55-56.

3INur Cholish Madjid, Figih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Fluralis (Jakarta:
Paramadina, 2004), 11.
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Sehingga apabila ada sumber hukum apa pun yang bertentangan dengan nas
maka nas lebih didahulukan. Pendukung pendapat ini adalah Syafi’iyah dan
Hanabilah. Kedua, pendapat yang mendahulukan maslahah dari pada nas,
jika maslahah itu bersifat daruriyat, qot’iyat, dan kulliyat. Al-Ghazali
mencontohkan dengan dibolehkannya membunuh orang Islam yang
dijadikan perisaihidup oleh musuh dengan tujuan menyelamatkan negara dan
masyarakat yang terancam. Ketiga, pendapat yang lebih mendahulukan
maslahah dari pada nas, pendapat ini dapat diklasifikasi lagi dalam dua
kelompok. Pertama, pendapat Malikiyyah dan Hanafiyyah, mereka lebih
mengamalkan maslahah dari pada nas, jika nas tersebut bersifat dzanni
sedangkan mas/ahah nya bersifat goth’iy. Kedua, Sulaiman al-Thufi yang
berpendapat boleh mengamalkan mas/ahah lebih dahulu dari pada nas, baik
nas tersebut bersifat goth’ly maupun dzanny. Hanya saja wilayah
cakupannya pada bidang muamalat saja.>?

Menyangkut penetapan hukum, untuk menjadikan mas/ahah sebagai
dalil dalam menetapkan hukum, madzhab Maliki dan Hanbali mensyaratkan
tiga hal: pertama, maslahah tersebut sejalan dengan kehendak syara’ dan
termasuk dalam jenis maslahah yang didukung nas secara umum. Kedua,
maslahah tersebut bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan,
sehingga hukum yang ditetapkan melalui mas/ahah itu benar-benar
menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak bahaya. Ketiga,
maslahah itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan
pribadi atau kelompok kecil tertentu.>

Sementara al-Ghazali meletakkan beberapa syarat agar mas/ahah dapat
menjadi dalil hukum dalam melakukan istinbath. Pertama, maslahah itu
sejalan dengan jenis tindakan syara’ Kedua, maslahah itu tidak

meninggalkan atau tidak bertentangan dengan nas. Ketiga, maslahah itu

2bid., 16.
3Abdul Wahhab Khallaf, Z/mu Ushul Figh. Terj. Faiz el-Muttaqien (Jakarta: Pustaka Amani,
2003), 43.
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termasuk ke dalam kategori maslahah yang daruriyat, baik menyangkut
kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak. Untuk yang
terakhir ini al-Ghazali juga menyatakan bahwa untuk mas/ahah hajjiyat
apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi mas/ahah yang
daruriyat.

Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Waris Ditinjau Dari Magqasid al-
Shari’ah

Berbicara lebih dalam, pemikiran hukum Islam telah menjadi
perhatian para ulama, hukum Islam hanya dikaitkan dengan kajian ushul figh
dan gawa’id al-Fighiyah. Dalam hal ini al-Juwaini oleh para ulama wusti/iyyin
kontemporer dianggap sebagai ahli ushul figh pertama yang menekankan
pentingnya memahami magqasid al-Shari’ah dalam penetapkan sebuah
hukum. Demikian dengan al-Syatibi yang menggunakan teori induksi untuk
melihat dimana sisi maslahah dari syari’at yang disebut dengan istigra’.
Dalam istilah hukum Islam, istigra’ (induksi) adalah sebuah metode
pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan oleh fakta- fakta khusus
yang digunakan oleh ahli figh untuk menetapkan suatu hukum.?*

Kehadiran kajian hukum Islam dalam ruang lingkup kulliyat al-Khams
adalah merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi agar hukum Islam yang
selama ini hanya berdasarkan satu sudut pandang mas/ahah, berubah menjadi
hukum yang kaya dengan berbagai perspektif maslahah. Sehingga sabda
Nabi Muhammad bahwa ia diutus untuk membawa ajaran yang lentur dan
toleran, serta membawa rahmat bagi semesta alam benar-benar menjadi
realitas dalam kehidupan.®

Secara bahasa maslahah adalah sama dengan manfa’ah baik dari

bentuk katanya (wazn) maupun maknanya. Dalam terminologi ushul figh,

3#Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafagat Fi Ushul al-Syari’ah, Juz Il (Beirut: Dar al-Kutub al-

IImiyah, 2003), 7.

3 A. Halil Thahir, Jjtihad Maqasidi: Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah

(Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015), 7.
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maslahah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat mewujudkan
kebaikan dan terhindarnya dari segala macam darar (bahaya) atau mafSadah
(kerusakan) dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, ada atau tidaknya
maslahah dapat diukur dengan dua hal tersebut. Apabila tercipta kebaikan
berarti maslahah dan sebaliknya apabila terjadi bahaya, ketimpangan,
ketidakadilan, dan sebagainya, berarti hal yang demikian itu disebut
mafSadah (kerusakan) atau darar (bahaya).’¢

Pada dasarnya tujuan syari’at atau maqasid al-Shari’ah adalah

kemaslahatan, sebagaimana pendapat al-Syatibi yang menyatakan:3’
bee Vg Jorlall (3 bl Lok g U] g lad) mog O

Sesungguhnya shdri’ (pembuat syari’at) dalam mensyari’atkan hukum
bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hambanya baik di dunia
maupun di akhirat secara bersamaan.

Jika diperhatikan dari pernyataan al-Syatibi tersebut, dapat ditarik
pemahaman bahwa kandungan syari’at adalah kemaslahatan bagi umat.
Dengan kata lain syari’at dibuat dengan tujuan untuk menciptakan
kemaslahatan, dan tidak satu pun hukum yang disyari’atkan melainkan di
dalamnya terdapat kemaslahatan. Penekanan dasar magqasid al-Shari’ah
secara garis besar bertitik pada kandungan syari’at yang menunjukan bahwa
hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan, baik dalam rangka menarik
atau mewujudkan kemanfaatan maupun menolak atau menghindari
kerusakan. Senada dengan hal ini Muhammad Thahir bin 'Asyur

mendefinisikan mas/ahah dan mafsadah sebagai berikut:
Wadll o U sl Ml (558 #o a8 olS g imlald W]
G1F O Ln gag cadlizsl ame b 4 2S5 o) O l e 21

Maslahah itu sebagaimana namanya, yakni sesuatu yang di dalam nya

*Tbid., 36.
¥bid., 8.
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terdapat kebaikan yang kokoh, oleh karenanya maslahah diambil dari sighat
maftalatun yang menunjukkan 7sim makan dimana banyak sekali derivasi
pada sighat tersebut, pada pembahasan ini yang dimaksud adalah makan
majazy (perumpamaan).3®

cer\L;TJLﬁ\qULAéMWJLSAJ cws&\sud}sw\ug

s o seendd (e of Lsls

Mafsadah adalah hal-hal yang membandingi maslahah, artinya sebuah

sifat pekerjaan yang dengannya dapat menghasilkan kerusakan atau bahaya,

baik mafSadah kekal maupun dominan, baik untuk mayoritas maupun
perseorangan.’

Dalam rangka mewujudkan suatu kemaslahatan bagi hamba-Nya,
tentu sahibu shari’ memiliki tujuan atau maksud tertentu dibalik syari’at
yang telah ditetepkan. Demikian dengan tujuan disyari’atkannya waris
kepada hamba-Nya, yang diantaranya adalah:

1. Untuk menjalankan syari’at Islam, yakni dengan melaksanakan
ketentuan Allah tentang pembagian waris yang merupakan simbol
ketundukan seorang hamba terhadap Tuhannya. Hal ini
sebagaimana telah disebutkan dalam QS an-Nisa’ ayat 13:

ol Y G e o2 ol Al Uit B ol g B0 30 Sl
L 35 sty s

Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan

dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya

Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir di dalamnya

sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah
kemenangan yang besar.

2. Untuk memelihara keutuhan dan kerukunan keluarga, yakni dengan

membagi harta peninggalan dengan sistem kewarisan Islam.

¥Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur, Maqasid al-Shari’ah al-Islamiyah (Tunis: ad-Dar at-Nafais,
2000), 278.
¥bid., 279.
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Adanya hal tersebut diharapkan tidak ada lagi perpecahan antara
keluarga dikarenakan memperebutkan bagian-bagiannya. Hal ini
secara rinci telah disebutkan dalam QS. an-Nisa’ ayat 11, 12, dan
175.40

3. Untuk memberi jaminan terhadap ahli waris, yakni dengan dapat
hidup berkecukupan setelah ditinggalkan oleh pewaris.

4. Untuk memelihara harta, yakni terkhusus yang berkaitan dengan
pendistribusian harta. Dengan sistem waris Islam, diharapkan tidak
ada penimbunan harta bagi seseorang. Harta dapat di distribusikan
secara adil kepada seluruh ahli waris.

Demikian dengan Muhammad Syahrur, dengan teori batas nya ia
merekontruksi waris Islam. Syahrur menilai bahwa dalam waris Islam masih
terdapat persoalan yang perlu untuk diselesaikan, dimana persoalan tersebut
tertuju pada bagian wanita yang lebih sedikit dari pada bagian laki-laki.
Sering kali dijumpai bahwa umat muslim dalam membagi harta waris tidak
menggunakan konsep pembagian waris Islam, adanya hal tersebut
disebabkan karena bedanya bagian antara laki-laki dan perempuan.

Sementara dalam realitanya tidak semua anak laki-laki memberikan
kontribusi penuh kepada pewaris, sedangkan banyak ditemui bahwa anak
perempuan lebih memberikan kontribusi kepada pewaris. Persoalan yang ada
adalah jika anak laki-laki diberikan harta waris lebih banyak berdasarkan
konsep pembagian waris Islam, maka akan banyak pula masalah baru yang
akan muncul ditengah-tengah masyarakat.

Dalam hal ini Syahrur menawarkan sebuah teori yang sangat aplikatif
untuk membaca ayat waris yang terdapat dalam al-Qur’an, yaitu nazariyat
al-Hudud (limit theory atau teori batas). Teori batas terdiri dari a/-Hadd al-

‘Ala (maksimum) dan al-Hadd al-‘Adna (minimum). Adapun teori batas

4Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Dan Tafsir Untuk Wanita (Jakarta: Penerbit
Marwah, 2010), 56.
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yang berkaitan dengan pembahasan waris adalah bagian ketiga, yakni a/-
Hadd al-‘Ala wa al-‘Adna yang memiliki posisi batas maksimum dan
minimum ada secara bersamaan yang berlaku dalam hukum waris yang
terdapat dalam QS. an-Nisa’ ayat 11, 12, dan 176.

Adapun contoh dari teori ketiga yang memiliki batas maksimum
dan minimum telah ditetapkan dalam al-Qur’an, kemudian posisi ijtihad
berada diantara kedua batas maksimum dan minimum tersebut. Contoh: QS.
an-Nisa’ ayat 11 tentang pembagian waris. Batas maksimum laki-laki adalah
dua perempuan, sedangkan batas minimum perempuan adalah satu orang
laki-laki. Ijtihad bergerak diantara dua batas maksimum dan minimum
tersebut dengan melihat berbagai aspek yang ada.*!

Dengan demikian maqgasid yang hendak dituju dalam pembacaan
Syahrur tentang waris adalah magqasid al-Khassah, karena hanya berlaku
pada individu-individu tertentu yang tidak semua individu mengalaminya,

sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Majid Najari:
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Magqgasid al-Khassah yaitu magqgasid al-Shari’ah yang mengandung
maslahah dalam masyarakat khusus, atau individu-individu tertentu dari
masyarakat.*?

Adanya hal tersebut dalam upaya untuk menolak darar (bahaya) yang
lebih besar lagi, sebagaimana kaidah Jalbu al-Mashalih wa Dar’u al-Mafasid
yakni mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dengan
demikian masiahah yang hendak dicapai adalah maslahah al-Khassah,

sebagaimana berikut:

“Muhammad Syahrur, Nahwu Usul Jadidah Li Al-Figh Al-Islami, terj. Sahiron Syamsudin dan
Burhanudin, dalam Metodologi Figih Islam Kontemporer, (Yogyakarja: eLSAQ, 2010), 363.
42Abdul Majid Najari, Maqasid al-Shari’ah bi Abadin Jadid (Libanon: Dar al-Gharb al-Islami,

2006), 44.
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Maslahah al-Khassah yaitu sesuatu yang di dalam nya terdapat
maslahah perseorangan dengan mempertimbangkan permulaan perilaku
individu yang dengan kebaikannya dapat menghasilkan kebaikan untuk
masyarakat dengan melihat permulaan maslahah datang dari individu
tersebut.*

Dengan demikian maka pemikiran Muhammad Syahrur tentang waris
dengan pendekatan nazariyat al-Hudud (teori batas) yang terdiri dari a/-
Hadd al-‘Ala wa al-Hadd al-‘Adna yang memiliki posisi batas maksimum
dan minimum ada secara bersamaan merupakan alternatif atau tawaran
pemikiran agar masyarakat atau umat muslim tidak keluar dari batas-batas

hukum Allah dan dalam rangka untuk menolak darar (bahaya) serta

mendatangkan maslahah.

“Ibid., 279.



